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. UMUM

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar utama
pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan
menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan
yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan
lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan
pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan
Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu
pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu
bersaing di dalam negeri maupun luar negeri.

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya
tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi,
kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-
kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan
tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
mendorong percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri
ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui

pembangunan Kawasan Industri.
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Pembangunan Kawasan Industri merupakan upaya untuk
mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan
kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep
efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing,
menyebar dan merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta berkesinambungan.

Di samping itu, Pembangunan Kawasan Industri memberikan
kepastian lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri,
infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang untuk
Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal meliputi kewenangan
Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam
pembangunan Kawasan Industri, pembangunan Kawasan Industri,
prakarsa Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Industri, IUKI, hak
penggunaan atas tanah Kawasan Industri, pengelolaan Kawasan Industri,
kewajiban Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri, fasilitas
Kawasan Industri, Standar Kawasan Industri, Komite Kawasan Industri,
serta sanksi bagi Perusahaan Kawasan Industri maupun Perusahaan
Industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

No. 5806

Yang dimaksud dengan “pedoman referensi” adalah perkiraan

harga yang dapat diacu oleh kawasan industri.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.


http://www.peraturan.go.id

No. 5806

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemilihan lokasi” adalah kegiatan
awal untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atas
lokasi yang akan dikembangkan, untuk melihat kebutuhan
lahan, alternatif lokasi, dan kesesuaian pemanfaatan lokasi
dengan rencana tata ruang wilayah setempat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah izin yang
dipersyaratkan dalam pembangunan Kawasan Industri.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Pematangan tanah tidak termasuk dalam kegiatan usaha di
bidang pertambangan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sarana penunjang antara lain hotel dan restoran, sarana
olahraga, sarana ibadah, sarana perbankan, kantor pos dan

sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan

Pasal 12
Cukup jelas.
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Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.
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